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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik collaborative governance dalam 

pengelolaan unit usaha gula semut pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

memerlukan kajian lebih mendalam untuk memahami dinamika kerja sama 

antaraktor dalam pengembangan usaha desa berbasis komoditas ekspor. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance pada 

pengelolaan unit usaha gula semut BUMDes Kabul Ciptaku Desa Langgongsari 

yang telah berhasil menembus pasar internasional. Kebaruan penelitian terletak 

pada pembahasan mengenai pola kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan 

BUMDes berbasis ekspor di tingkat desa. Penelitian menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas 

pemerintah desa, pengelola BUMDes, petani, dan mitra swasta CV Javari. 

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data 

mengacu pada model collaborative governance Ansell dan Gash. Hasil penelitian 

menunjukkan kolaborasi terbentuk akibat ketimpangan sumber daya dan kapasitas 

antaraktor sehingga masing-masing pihak menjalankan peran yang saling 

melengkapi. Proses kolaborasi berjalan melalui komunikasi langsung, 

pembentukan kepercayaan, dan komitmen kerja sama antarpihak, meskipun 

keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas akibat 

dominasi koordinasi teknis. Kolaborasi ini berhasil meningkatkan akses pasar 

ekspor dan nilai ekonomi produk gula semut, namun masih memerlukan penguatan 

kelembagaan dan perluasan partisipasi aktor guna mendukung keberlanjutan 

BUMDes. 

 

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kelembagaan BUMDes, Partisipasi 

Aktor, Tata Kelola Desa. 
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This study is motivated by the practice of collaborative governance in the 

management of the palm sugar business unit within a Village-Owned Enterprise 

(BUMDes), which requires further examination to understand the dynamics of 

inter-actor collaboration in export-oriented village enterprises. This research aims 

to analyze the implementation of collaborative governance in the management of 

the palm sugar business unit at BUMDes Kabul Ciptaku, Langgongsari Village, 

which has successfully penetrated international markets. The novelty of this study 

lies in its focus on collaborative patterns among stakeholders in managing an 

export-based BUMDes at the village level. This study employed a descriptive 

qualitative method with data collected through interviews, observations, and 

documentation. Informants were selected purposively, consisting of village 

government officials, BUMDes managers, farmers, and the private partner CV 

Javari. Data validity was ensured through source and technique triangulation. 

Data analysis referred to the collaborative governance model proposed by Ansell 

and Gash. The findings reveal that collaboration emerged due to disparities in 

resources and capacities among actors, leading each party to perform 

complementary roles. The collaborative process was carried out through direct 

communication, trust-building, and sustained commitment among stakeholders, 

although farmers’ involvement in strategic decision-making remained limited due 

to the dominance of technical coordination. This collaboration succeeded in 

expanding export market access and increasing the economic value of palm sugar 

products; however, institutional strengthening and broader actor participation are 

still needed to support the sustainability of BUMDes. 

 

Keywords: Actor Participation, BUMDes Institutionalization, Collaborative 

Governance, Village Governance 

 

PENDAHULUAN 

Pendekatan collaborative 

governance dianggap sebagai konsep 

yang potensial untuk menjadi basis 

alternatif dalam memanifestasikan serta 

mempercepat pelaksanaan program 

pembangunan desa (Erwin, 2022). 

Collaborative governance merupakan 

pendekatan yang menekankan kerja 

sama antara berbagai pemangku 

kepentingan, seperti pemerintah, 

masyarakat, pelaku usaha, dan sektor 

swasta, untuk mencapai tujuan bersama. 

Setiap pihak memiliki peran penting 

dalam mengatasi berbagai hambatan 

dan memastikan program berjalan 

sesuai dengan rencana. Pendekatan ini 

juga mengintegrasikan peran dan 

kontribusi dari beragam aktor guna 

menghasilkan keputusan yang lebih 

inklusif dan efektif. Relevansinya 

semakin nyata ketika dikaitkan dengan 

pembangunan ekonomi lokal, di mana 

keberhasilan suatu program tidak hanya 

bergantung pada kapasitas pemerintah 

desa, tetapi juga pada kolaborasi dengan 

masyarakat dan mitra strategis lainnya 

(Anggraini, 2020). 

Desa sebagai unit pemerintahan 

terkecil memiliki peran strategis dalam 

pembangunan nasional (Bramantyo, 

2022). Secara historis, desa tidak hanya 
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berfungsi sebagai wilayah administratif, 

tetapi juga sebagai pusat kehidupan 

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

(Sutikno & Alfani, 2022). Desa menjadi 

ruang interaksi masyarakat sekaligus 

wadah untuk mewujudkan kedaulatan 

lokal dalam konteks pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional yang 

efektif tidak dapat terlepas dari 

keberhasilan pembangunan di tingkat 

desa, karena desa merupakan basis 

implementasi kebijakan yang langsung 

berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, desa 

yang mandiri dan produktif menjadi 

fondasi penting bagi pembangunan 

daerah dan nasional, sekaligus sebagai 

sarana untuk memperkuat kualitas 

hidup masyarakat melalui pemanfaatan 

potensi lokal (Kushartono et al., 2022). 

Tujuan dari pembangunan desa 

sendiri adalah untuk menekan atau 

mengurangi ketimpangan pembangunan 

antar wilayah di Indonesia (Sutikno, 

Atika, et al., 2022). Pada konteks 

hukum dan regulasi, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memberikan landasan formal bagi desa 

untuk mengelola aset dan membangun 

ekonomi desa secara mandiri. Undang-

Undang ini menegaskan bahwa desa 

memiliki hak untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya 

sendiri, termasuk membentuk badan 

usaha yang dimiliki desa, yaitu Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 87 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

menyatakan bahwa desa dapat 

mendirikan BUMDes untuk mengelola 

potensi ekonomi lokal, meningkatkan 

PADes, dan menyediakan layanan 

ekonomi bagi masyarakat desa. Dengan 

dasar hukum ini, desa diberikan 

kewenangan untuk menciptakan 

mekanisme ekonomi yang mampu 

memberdayakan masyarakat, 

memperkuat kemandirian finansial 

desa, dan mendukung program 

pembangunan nasional secara lebih 

efektif (Raudhatul, 2016). 

Pengelolaan BUMDes memiliki 

tujuan utama untuk mendorong 

peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat desa melalui 

pengembangan berbagai jenis usaha 

produktif (Lutfiyah et al., 2024). Peran 

BUMDes merupakan aspek strategis 

dalam memperkuat perekonomian 

masyarakat desa. BUMDes berfungsi 

sebagai sarana pemberdayaan 

masyarakat melalui pengelolaan 

berbagai potensi yang dimiliki desa, 

sehingga sumber daya tersebut dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama 

(Sutikno, Suryoto, et al., 2022). 

Pendirian BUMDes dirancang agar 

dapat menampung dan mengelola 

seluruh kegiatan yang berorientasi pada 

peningkatan pendapatan warga, 

termasuk kegiatan ekonomi yang 

tumbuh berdasarkan adat, tradisi, dan 

budaya lokal untuk mengembangkan 

potensi serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa (Wijaya & Sutikno, 

2020).  

Keberadaan BUMDes tidak hanya 

berdampak pada peningkatan PADes, 
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tetapi juga memperkuat ketahanan 

ekonomi desa dan membangun 

kapasitas warga desa untuk mandiri 

secara ekonomi. Dengan demikian, 

sinergi antara kebijakan pemerintah, 

regulasi Undang-Undang Desa, dan 

peran BUMDes menjadi elemen kunci 

dalam mencapai tujuan pembangunan 

desa yang berkelanjutan serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

secara menyeluruh. Untuk lebih jelas, 

berikut peneliti sajikan jumlah 

BUMDes yang ada di Indonesia: 

 

Table 1 Jumlah BUMDes di Indonesia 

per Oktober 2025 

 
Sumber: Website Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal 

(diolah). 

 

Dari jumlah 63.191 BUMDes 

diatas yang tersebar di berbagai daerah 

dan kabupaten dengan variasi jumlah 

serta kategori masing-masing. Salah 

satu wilayah yang menunjukkan 

perkembangan cukup pesat dalam 

pengelolaan BUMDes adalah 

Kabupaten Banyumas (Sutikno et al., 

2018). Kondisi ini tercermin dari 

banyaknya BUMDes di daerah tersebut 

yang telah berstatus badan hukum. Di 

Kabupaten Banyumas terbentuk sekitar 

286 BUMDes dari total 301 Desa yang 

ada di Kabupaten Banyumas 

(Kemendesa PDT, 2025). Data ini 

menunjukan bahwa pembentukan 

BUMDes mengalami peningkatan pada 

tahun 2025. Hal ini menunjukkan 

komitmen pemerintah daerah dan 

masyarakat desa dalam mendorong 

pengelolaan ekonomi lokal melalui 

BUMDes. Keberadaan BUMDes 

menjadi cerminan bahwa setiap desa di 

Banyumas berupaya mengoptimalkan 

potensi lokal melalui pengelolaan usaha 

desa. Dari sekian kecamatan yang ada, 

Kecamatan Cilongok menjadi 

kecamatan dengan jumlah BUMDes 

terbanyak yaitu 20 BUMDes yang aktif. 

Keberadaan BUMDes di Kecamatan 

Cilongok juga memperlihatkan pola 

kolaborasi antara pemerintah desa, 

masyarakat, dan pihak swasta, yang 

menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan 

usaha desa dan keberlanjutan 

pembangunan lokal. Kecamatan 

Cilongok juga menjadi salah satu daerah 

yang berusaha mengembangkan 

BUMDes di setiap desa dengan 

maksimal yang tetap berkembang 

dengan potensi desa nya masing-

masing. 

Desa Langgongsari merupakan 

desa di Kecamatan Cilongok yang 

memiliki potensi alam cukup melimpah. 

Desa Langgongsari memiliki BUMDes 

yang terbentuk sejak tanggal 13 

September 2015 bedasarkan Peraturan 

Desa Langgongsari Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Pendirian BUMDes 

dengan nama Badan Usaha Milik Desa 

“Kabul Ciptaku”. BUMDes Kabul 
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Ciptaku ini termasuk kategori BUMDes 

dengan data yang sudah terverifikasi 

badan hukum. BUMDes ini memiliki 

unit usaha yang beroperasi setiap 

harinya. Berikut peneliti sajikan Unit 

usaha BUMDes Kabul Ciptaku, 

meliputi: 

 

Table 2. Unit Usaha BUMDes Kabul 

Ciptaku 

 
Sumber: Pra survei, 25 September 2025 

(diolah) 

 

BUMDes Kabul Ciptaku Desa 

Langgongsari memiliki beberapa unit 

usaha yang dikembangkan berdasarkan 

potensi lokal masyarakat desa. Di 

bidang pertanian dan ketahanan pangan, 

BUMDes mengelola Agro Kebun 

Durian yang berfokus pada budidaya 

dan pengelolaan hasil pertanian durian 

sebagai komoditas khas daerah. Selain 

itu, terdapat usaha penggemukan sapi 

yang dijalankan melalui kelompok 

peternak sapi sebagai upaya 

meningkatkan produktivitas ternak dan 

memenuhi kebutuhan daging di tingkat 

lokal. Dalam bidang pelayanan, 

BUMDes juga mengelola usaha air 

bersih yang menyediakan jasa 

pengairan air bersih untuk kebutuhan 

masyarakat, serta penyewaan alat pesta 

yang berperan sebagai mitra penyedia 

perlengkapan panggung untuk berbagai 

kegiatan warga. BUMDes Kabul 

Ciptaku juga mengoperasikan layanan 

internet desa melalui kerja sama dengan 

mitra penyedia jaringan internet guna 

mendukung akses informasi dan 

komunikasi masyarakat. Selain itu, 

terdapat unit Lagendis yang bergerak di 

bidang perdagangan gula semut sebagai 

hasil olahan produk lokal yang bernilai 

ekonomi. Berbagai kegiatan usaha 

tersebut menunjukkan peran BUMDes 

Kabul Ciptaku dalam mengelola potensi 

desa secara produktif untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat 

Langgongsari. 

Dari seluruh unit usaha yang 

dijalankan, Lagendis menjadi sektor 

yang paling menonjol dalam 

memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan desa. Unit ini tidak hanya 

mampu menembus pasar ekspor, tetapi 

juga memperoleh pengakuan di tingkat 

nasional melalui kualitas produk dan 

sistem pengelolaan yang melibatkan 

berbagai pihak. Dalam pengelolaannya, 

Lagendis menerapkan prinsip 

collaborative governance, yaitu kerja 

sama antara BUMDes, pemerintah desa, 

kelompok masyarakat, dan mitra usaha 

untuk menjaga mutu produksi, 

memperluas jaringan pemasaran, serta 

memperkuat daya saing produk gula 

semut asal Desa Langgongsari di pasar 

yang lebih luas. Pada Mei 2025, unit 

usaha lagendis atau gula semut 

BUMDes Kabul Ciptaku telah 

menorehkan prestasi signifikan dengan 

terlaksananya ekspor perdana produk 

gula kelapa kristal ke Hungaria, berupa 
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pengiriman sebanyak 18,5 ton dengan 

nilai transaksi sekitar US$35.000 

(sekitar Rp 540-586 juta). Keberhasilan 

ini bukan hanya indikasi permintaan 

pasar internasional terhadap produk 

lokal, tetapi juga buah dari jaringan 

kemitraan yang terstruktur melibatkan 

koordinasi, peran fasilitasi pemerintah, 

dan hubungan kemitraan antara aktor 

publik dan swasta. 

Keberhasilan tersebut dicapai 

melalui pola kerja sama yang terbangun 

antara BUMDes Kabul Ciptaku sebagai 

Pengelola produksi & mutu, CV Javari 

sebagai mitra eksportir, petani penderes 

sebagai pemasok bahan baku, serta 

pemerintah desa yang memberikan 

dukungan regulatif dan fasilitasi 

produksi. Kolaborasi ini 

memungkinkan proses produksi gula 

semut berjalan lebih efisien, berkualitas, 

dan berorientasi pada permintaan pasar 

internasional. Selain memberikan 

dampak ekonomi bagi masyarakat 

lokal, keberhasilan ekspor gula semut 

juga menunjukkan kapasitas BUMDes 

dalam mengembangkan jejaring 

kemitraan lintas sektor yang 

berkelanjutan, yang kemudian menjadi 

bentuk nyata praktik tata kelola 

kolaboratif di tingkat desa. 

Keberhasilan kolaborasi pada unit 

gula semut menunjukkan bahwa praktik 

collaborative governance dapat 

menjadi model efektif dalam tata kelola 

ekonomi desa. Namun demikian, 

implementasi kolaborasi semacam ini 

masih terbatas dan belum merata di 

seluruh unit usaha yang ada dalam 

BUMDes Kabul Ciptaku. Hingga saat 

ini, bentuk collaborative governance 

baru tampak nyata pada unit usaha 

pengelolaan gula semut, sedangkan 

unit-unit usaha lainnya masih dikelola 

secara konvensional tanpa pola 

kemitraan yang kuat dengan pihak 

eksternal. Kondisi tersebut menjadikan 

pengalaman BUMDes Kabul Ciptaku 

sebagai studi yang menarik untuk dikaji 

lebih mendalam, karena hanya unit gula 

semut yang menerapkan pola kerja 

kolaboratif dalam keseluruhan proses 

produksi hingga pemasaran ke pasar 

ekspor. 

Secara akademik, penelitian 

tentang BUMDes selama ini lebih 

menekankan pada pemberdayaan 

ekonomi, pengelolaan keuangan, dan 

peningkatan Pendapatan Asli Desa 

(PADes). Kajian yang menelaah 

mekanisme kolaborasi antaraktor dan 

dinamika governance masih relatif 

terbatas. Berdasarkan kerangka 

collaborative governance oleh Ansell & 

Gash (2007), menjelaskan bahwa 

efektivitas kolaborasi ditentukan oleh 

desain kelembagaan, kepemimpinan 

fasilitatif, partisipasi inklusif, serta 

dialog konstruktif antarpihak. 

Pengelolaan unit usaha gula semut di 

BUMDes Kabul Ciptaku melibatkan 

berbagai aktor yang bekerja sama dalam 

mendukung keberlanjutan usaha desa. 

Kolaborasi tersebut menunjukkan 

adanya upaya koordinasi dan penguatan 

kapasitas kelembagaan, meskipun 

prosesnya masih beragam di antara 

aktor yang terlibat. 

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat


Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 

Volume 12, Nomor 2, Mei 2026               ISSN: 2442-3777 (cetak) 

Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) 

Submitted 6 Maret 2026, Reviewed 11 April 2026, Publish 21 Mei 2026 (332-350) 

 

Halaman|338 

Sejauh ini penelitian mengenai 

BUMDes lebih banyak membahas 

aspek kinerja atau hasil usaha, 

sementara kajian yang secara khusus 

menelaah proses kolaborasi antaraktor 

masih terbatas. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting dilakukan untuk 

mengkaji bagaimana praktik kolaborasi 

berlangsung dalam pengelolaan unit 

usaha gula semut pada BUMDes Kabul 

Ciptaku dan bagaimana peran masing-

masing aktor dijalankan. Penelitian ini 

menggunakan kerangka collaborative 

governance sebagai alat analisis untuk 

memahami realitas kolaborasi yang 

terjadi di tingkat desa, bukan untuk 

menilai keberhasilan penerapan suatu 

model tata kelola tertentu. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Administrasi Publik 

Administrasi publik berasal dari 

istilah administrasi yang secara 

etimologis berarti melayani atau 

memenuhi kebutuhan (Djani, 2022). 

Dalam konteks pemerintahan, 

administrasi publik berkaitan dengan 

proses pengelolaan organisasi publik 

untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta menjalankan 

kebijakan publik. 

Administrasi publik sebagai cabang 

ilmu sosial mempelajari bagaimana 

pemerintah diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan publik, termasuk 

struktur organisasi, proses pengambilan 

keputusan, serta hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat (Denhardt 

& Catlaw, 1984). Chandler & Plano 

(1988) menyatakan bahwa administrasi 

publik merupakan proses 

pengorganisasian dan koordinasi 

sumber daya publik dalam merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan. 

Perkembangan administrasi publik 

mengalami perubahan paradigma, yaitu: 

a. Old Public Administration (OPA) 

Menekankan efisiensi birokrasi, 

struktur organisasi, serta pemisahan 

antara administrasi dan politik 

(Supriyadi, 2021). 

b. New Public Administration (NPA) 

Menekankan nilai kemanusiaan, 

keadilan sosial, serta pemerintahan 

yang lebih partisipatif dan 

responsif. 

c. New Public Management (NPM) 

Mengadopsi prinsip manajemen 

sektor swasta seperti efisiensi, 

inovasi, dan orientasi hasil dalam 

pelayanan publik (Pasolong, 2019). 

d. New Public Service (NPS) 

Menekankan pelayanan kepada 

warga negara, partisipasi 

masyarakat, dan nilai demokrasi 

(Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

Penelitian ini menggunakan 

paradigma New Public Management 

(NPM) karena pengelolaan BUMDes 

menekankan efisiensi, inovasi, dan 

orientasi hasil dalam pengembangan 

usaha desa. 

2. Collaborative Governance 

Collaborative governance 

merupakan pendekatan tata kelola yang 

melibatkan kerja sama antara 

pemerintah dan berbagai pemangku 
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kepentingan untuk menyelesaikan 

masalah publik. Menurut Jung et al 

(2009), collaborative governance 

adalah proses pengelolaan kerja sama 

lintas sektor untuk menangani persoalan 

yang tidak dapat diselesaikan oleh satu 

lembaga saja. 

Morse & Stephens (2012), 

menjelaskan bahwa collaborative 

governance merupakan mekanisme di 

mana pemerintah melibatkan aktor non-

pemerintah dalam proses pengambilan 

keputusan secara deliberatif dan 

berorientasi konsensus. Pendekatan ini 

menekankan partisipasi, dialog, serta 

kerja sama antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta (Sutikno 

et al., 2025). 

Menurut Ansell & Gash (2007), 

keberhasilan collaborative governance 

dipengaruhi oleh empat elemen utama, 

yaitu: 

a. Starting Conditions, kondisi awal 

seperti ketimpangan sumber daya 

dan motivasi para aktor untuk 

berkolaborasi. 

b. Institutional Design, aturan dan 

struktur yang mendukung 

transparansi serta keterbukaan 

dalam kolaborasi. 

c. Leadership, peran kepemimpinan 

dalam membangun kepercayaan 

dan mengelola hubungan 

antaraktor. 

d. Collaborative Process, proses 

dialog, membangun kepercayaan, 

komitmen bersama, dan pencapaian 

hasil kolaborasi. 

 

Model collaborative governance 

dari Ansell & Gash digunakan dalam 

penelitian ini untuk menganalisis proses 

kolaborasi dalam pengembangan 

BUMDes Kabul Ciptaku. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2010), penelitian 

deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik 

objek penelitian berdasarkan kondisi 

nyata yang sedang berlangsung. Metode 

ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian mengenai 

bagaimana proses collaborative 

governance diterapkan dalam 

pengembangan BUMDes Kabul 

Ciptaku di Kabupaten Banyumas. 

Penelitian dilaksanakan di BUMDes 

Kabul Ciptaku yang berada di Desa 

Langgongsari, Kecamatan Cilongok, 

Kabupaten Banyumas. 

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan data primer 

dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui informasi dan 

argumen dari para informan yang 

terlibat dalam proses collaborative 

governance di BUMDes Kabul Ciptaku 

Desa Langgongsari. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh dari berbagai 

dokumen yang relevan, baik yang 

dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan, seperti Surat Perjanjian 

Kerja Sama (MoU), dokumen 

kesepakatan pembagian peran dan 

tanggung jawab antaraktor, dokumen 
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Rencana Kerja Jangka Menengah 

BUMDes Kabul Ciptaku, serta 

dokumen Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga BUMDes. 

Penentuan informan dilakukan 

dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Creswell & Creswell (2017), 

purposive sampling merupakan teknik 

pemilihan informan berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang dianggap 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

terkait topik penelitian. Dalam 

penelitian ini, informan yang dipilih 

berjumlah lima orang, yaitu Kepala 

Desa Langgongsari, Direktur BUMDes 

Kabul Ciptaku, dua orang 

masyarakat/petani, serta pihak swasta 

dari CV Java Agro Mandiri (CV Javari). 

Pemilihan kelima informan tersebut 

didasarkan pada pertimbangan bahwa 

informan tersebut telah mewakili aktor 

utama yang terlibat langsung dalam 

proses collaborative governance pada 

pengelolaan unit usaha gula semut 

BUMDes Kabul Ciptaku, sehingga data 

yang diperoleh dinilai mampu 

memberikan informasi yang mendalam 

dan relevan sesuai kebutuhan 

penelitian. 

Analisis data dilakukan melalui 

tiga tahap, yaitu kondensasi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Temuan penelitian 

kemudian dianalisis dengan 

menggunakan indikator collaborative 

governance menurut Ansell dan Gash 

(2007) untuk memahami dinamika 

kolaborasi antaraktor dalam 

pengembangan BUMDes Kabul 

Ciptaku. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Langgongsari 

bernama Kabul Ciptaku yang didirikan 

pada tanggal 13 September 2015 

berdasarkan Peraturan Desa 

Langgongsari Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pendirian BUMDesa Kabul 

Ciptaku. Pembentukan BUMDes 

tersebut bertujuan untuk mengelola 

potensi ekonomi desa sekaligus 

mendukung peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaannya, BUMDes 

Kabul Ciptaku tidak hanya menjalankan 

fungsi sebagai lembaga usaha desa, 

tetapi juga menjadi sarana 

pemberdayaan masyarakat, khususnya 

petani yang terlibat dalam kegiatan 

ekonomi desa. Salah satu unit usaha 

yang dikembangkan yaitu pengolahan 

gula semut (lagendis) dengan bahan 

baku utama berupa nira kelapa yang 

berasal dari petani setempat. Seiring 

berkembangnya usaha tersebut, unit 

gula semut BUMDes Kabul Ciptaku 

mengalami peningkatan kapasitas usaha 

yang ditunjukkan dengan keberhasilan 

pemasaran produk hingga menembus 

pasar ekspor sejak Mei 2025. 

Collaborative Governance Dalam 

Pengelolaan Unit Usaha Gula Semut 

(Studi Kasus Pada BUMDes Kabul 

Ciptaku Desa Langgongsari 

Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas) 
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Collaborative governance 

merupakan proses kolaboratif yang 

melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan seperti masyarakat, sektor 

swasta, lembaga swadaya masyarakat, 

dan aktor lain dalam perumusan serta 

pengelolaan kebijakan publik untuk 

menyelesaikan persoalan publik 

maupun mengoptimalkan potensi 

wilayah melalui kerja sama antar pihak. 

Pendekatan ini menekankan 

keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, 

dan masyarakat sipil dalam 

pengambilan keputusan maupun 

pelaksanaan kebijakan publik 

(Farazmand, 2023). Proses ini 

mendorong partisipasi aktif, 

komunikasi terbuka, serta pengambilan 

keputusan bersama sehingga hasilnya 

lebih transparan dan berkelanjutan. 

Dalam praktiknya, aktor 

kolaborasi dibedakan menjadi aktor inti 

dan aktor pelaksana. Aktor inti terdiri 

dari Pemerintah Desa, BUMDes Kabul 

Ciptaku, dan mitra swasta CV Javari 

yang berperan dalam perumusan, 

pengelolaan, serta pengambilan 

keputusan strategis. Sementara itu 

petani berperan sebagai aktor pelaksana 

yang menyediakan bahan baku dan 

menjaga keberlangsungan produksi. 

Walaupun tidak terlibat langsung dalam 

keputusan strategis, peran petani tetap 

menentukan karena tanpa mereka 

kolaborasi tidak dapat berjalan. 

Menurut Ansell & Gash (2007), 

keberhasilan kolaborasi pemerintahan 

dipengaruhi oleh empat elemen utama 

yang saling berinteraksi. 

1. Kondisi Awal 

Tahap kondisi awal merupakan 

fase pembentukan relasi ketika para 

aktor dengan kepentingan berbeda 

memutuskan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Menurut 

Ansell & Gash (2007), tahap ini 

berfokus meminimalkan 

ketimpangan kerja sama baik dari 

sisi penguasaan sumber daya 

maupun inisiatif para pihak. 

Inisiatif kolaborasi dapat muncul 

secara spontan dipengaruhi latar 

belakang dan kepentingan masing-

masing pemangku kepentingan. 

Berdasarkan wawancara dengan 

lima informan, kondisi awal 

kolaborasi muncul karena 

pemanfaatan fasilitas produksi 

BUMDes Kabul Ciptaku belum 

optimal. Direktur BUMDes 

menjelaskan sebagian peralatan 

tidak dimanfaatkan maksimal 

setelah produksi terhenti akibat 

pandemi Covid-19. BUMDes juga 

memiliki lahan kelapa genjah 

sebagai sumber bahan baku yang 

memungkinkan pelibatan petani 

sejak awal. Di sisi lain CV Javari 

melihat peluang dari fasilitas 

produksi dan basis petani yang 

sudah ada sehingga menawarkan 

kerja sama dengan dukungan 

pemasaran dan sertifikasi ekspor 

yang belum dimiliki BUMDes. 

Kebutuhan mengaktifkan kembali 

produksi, memanfaatkan aset desa, 

menjadi latar belakang utama 

kolaborasi meskipun pada tahap 
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awal masih terjadi penyesuaian 

peran dan koordinasi. 

Pada awal kolaborasi terdapat 

perbedaan kemampuan dan sumber 

daya antar pihak. Petani memiliki 

keterampilan produksi gula semut 

tetapi masih memerlukan 

pendampingan agar memenuhi 

standar kebersihan dan kualitas. 

BUMDes Kabul Ciptaku memiliki 

fasilitas produksi dan aset bantuan 

pemerintah, namun kemampuan 

pengelolaan usaha serta sumber 

daya manusia terkait manajemen 

dan ekspor masih terbatas. 

Sementara itu CV Javari memiliki 

pengalaman, jaringan pemasaran, 

dan sertifikasi ekspor. Perbedaan 

kapasitas ini menjadi dasar 

pembagian peran kolaborasi, di 

mana BUMDes dan petani berfokus 

pada produksi sedangkan CV Javari 

pada pembinaan lanjutan dan 

pemasaran. Kondisi ini 

menunjukkan kolaborasi terbentuk 

sebagai respons atas 

ketidakseimbangan sumber daya 

dan pengetahuan antar aktor. 

Dorongan kolaborasi berasal 

dari komitmen pemerintah desa dan 

BUMDes untuk mengoptimalkan 

potensi ekonomi desa melalui 

usaha gula semut. Sekretaris Desa 

Bapak Mustasor menjelaskan 

pemerintah desa memposisikan 

BUMDes sebagai instrumen 

penguatan ekonomi lokal serta 

mendorong kerja sama dengan 

pihak swasta agar usaha 

berkelanjutan dan memberi 

manfaat bagi petani. Namun 

keterbatasan sumber daya manusia 

BUMDes dalam pengelolaan usaha 

dan standar ekspor menjadi 

kendala. Dari sisi petani, kerja sama 

didorong oleh kepastian pasar dan 

stabilitas harga, sementara CV 

Javari menilai dinamika kolaborasi 

juga dipengaruhi koordinasi 

pemerintah desa yang belum 

sepenuhnya sinkron. Kondisi ini 

menunjukkan kolaborasi 

berorientasi pada keberlanjutan 

usaha tetapi masih dibatasi 

kapasitas kelembagaan dan 

koordinasi. 

2. Kepemimpinan Fasilitatif 

Kepemimpinan berperan 

strategis sebagai fasilitator dalam 

pengelolaan dan pengembangan 

BUMDes. Pemimpin tidak hanya 

memastikan kepatuhan terhadap 

aturan kelembagaan tetapi juga 

membangun kepercayaan antar 

pihak yang terlibat dalam 

kolaborasi. 

Hasil penelitian menunjukkan 

komitmen kepemimpinan terlihat 

dari peran pemerintah desa, 

BUMDes Kabul Ciptaku, CV 

Javari, dan petani. Pemerintah desa 

berperan sebagai fasilitator melalui 

penyusunan perjanjian kerja sama, 

fasilitasi partisipasi masyarakat, 

komunikasi antar pihak, dan 

pengawasan, sementara 

operasional dijalankan oleh 

BUMDes dan mitra. BUMDes 
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menunjukkan komitmen melalui 

komunikasi berkelanjutan, 

pendataan, kunjungan lapangan, 

survei, dan pendampingan produksi 

serta menjadi penghubung antar 

aktor. CV Javari menampung hasil 

produksi, memberikan 

pendampingan kualitas, serta 

mengelola pemasaran dan akses 

ekspor. Petani berperan sebagai 

produsen dan pemasok bahan baku 

dengan interaksi yang lebih 

dominan pada pembinaan teknis 

dibandingkan forum formal. 

Kepemimpinan fasilitatif 

tampak pada peran pemerintah desa 

dan pengurus BUMDes sebagai 

penghubung serta penjaga 

keberlangsungan kerja sama, bukan 

pengendali teknis kegiatan. Mereka 

menciptakan ruang koordinasi, 

menjaga komunikasi, serta 

memastikan setiap aktor 

menjalankan perannya melalui 

forum informal dan pendampingan 

lapangan. Pola ini membuat 

kolaborasi berjalan fleksibel 

meskipun belum sepenuhnya 

menghasilkan pemahaman bersama 

yang setara terutama di tingkat 

petani. 

3. Desain Kelembagaan 

Desain kelembagaan diperlukan 

untuk memperkuat partisipasi dan 

menjamin transparansi dalam 

kolaborasi pengembangan 

BUMDes. Struktur kelembagaan 

yang jelas menjadi fondasi bagi 

para pihak untuk menjalin kerja 

sama yang efektif dan akuntabel 

melalui aturan dasar kolaborasi 

yang disepakati bersama. 

Hasil wawancara menunjukkan 

kolaborasi antara BUMDes Kabul 

Ciptaku dan CV Javari dilandasi 

perjanjian tertulis atau 

Memorandum of Understanding 

(MoU). Sekretaris Desa 

menyatakan kerja sama tersebut 

telah mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dengan masa 

berlaku lima tahun. Penyusunan 

MoU melibatkan pemerintah desa 

dengan Kepala Desa sebagai 

pengawas atau komisaris BUMDes 

sekaligus pihak yang mengesahkan 

kerja sama. Namun pemahaman 

terhadap aturan tersebut belum 

merata karena sebagian petani tidak 

mengetahui secara rinci isi 

perjanjian dan hanya memahami 

standar produksi serta mekanisme 

penyetoran hasil. 

Selain MoU, tidak terdapat 

regulasi desa khusus yang secara 

terpisah mengatur kolaborasi antara 

BUMDes Kabul Ciptaku dan CV 

Javari. Pemerintah desa tetap 

berperan dalam penyusunan 

perjanjian, serta menjalankan 

fungsi pengawasan. Dalam 

praktiknya aturan kerja sama 

diterapkan secara fleksibel dengan 

menekankan komunikasi terbuka 

dan pelaksanaan peran sesuai 

kesepakatan. Pada tingkat 

pelaksana, khususnya petani, 

mekanisme pengawasan dan 
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aspirasi lebih banyak dilakukan 

melalui survei rutin, komunikasi 

langsung, maupun media informal 

seperti WhatsApp. 

Dengan demikian kolaborasi 

secara struktural telah memenuhi 

prasyarat formal melalui 

kesepakatan tertulis dan 

keterlibatan pemerintah desa 

sebagai pengawas. Keterbatasan 

pemahaman terhadap MoU 

menunjukkan adanya kesenjangan 

informasi sehingga aturan 

kolaboratif lebih dipahami sebagai 

instruksi teknis daripada 

kesepakatan partisipatif. 

4. Proses Kolaborasi 

Proses kolaborasi mencakup 

dialog tatap muka, pembangunan 

kepercayaan, komitmen terhadap 

kesepakatan, pemahaman bersama, 

serta pencapaian hasil yang dapat 

diterima seluruh pihak. Berikut 

disajikan gambar pola hubungan 

kolaborasinya pada pengelolaan 

unit usaha gula semut pada 

BUMDes Kabul Ciptaku: 

 
Gambar 1. Pola Hubungan Proses 

Kolaborasi 

Sumber: Olah data penulis, 2026 

Berdasarkan gambar tersebut, 

penelitian ini menunjukkan pola 

kolaborasi yang melibatkan 

Pemerintah Desa Langgongsari, 

BUMDes Kabul Ciptaku, CV Java 

Agro Mandiri (Javari), dan petani 

sebagai aktor pelaksana. BUMDes 

Kabul Ciptaku berperan sentral 

sebagai pengelola sekaligus 

penghubung antara petani dan 

pihak swasta dalam koordinasi 

produksi, standar mutu, dan 

pemasaran gula semut. 

 

a. Dialog Tatap Muka 

Face to face dialogue 

merupakan unsur penting dalam 

kolaborasi karena 

memungkinkan keterlibatan 

berbagai pihak yang memiliki 

kompetensi dalam 

menyelesaikan permasalahan 

(Sutikno & Naufal, 2023). 

Dalam collaborative governance 

pada pengelolaan BUMDes 

Kabul Ciptaku di Desa 

Langgongsari, dialog tatap 

muka berfungsi membangun 

komunikasi efektif dan 

menyamakan pemahaman antar 

pihak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan dialog antara 

BUMDes Kabul Ciptaku, CV 

Javari, pemerintah desa, dan 

petani berlangsung tidak formal 

dan tidak terjadwal rutin. 

Koordinasi BUMDes dan CV 
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Javari dilakukan melalui 

pertemuan berkala sekitar tiga 

bulan sekali, meskipun 

komunikasi lebih sering 

dilakukan secara langsung 

maupun melalui media informal. 

Pemerintah desa berperan pada 

tahap awal pembentukan kerja 

sama dan pengawasan 

kesepakatan, bukan pada 

pelaksanaan teknis harian. Di 

tingkat petani tidak terdapat 

forum resmi, melainkan 

komunikasi melalui pembinaan 

rutin CV Javari, survei lapangan 

BUMDes, serta komunikasi 

informal seperti percakapan 

langsung dan pesan singkat. 

Temuan ini 

menunjukkan bahwa kolaborasi 

lebih dibangun melalui 

komunikasi fleksibel berbasis 

kebutuhan lapangan yang 

bersifat operasional dan 

pragmatis. Meskipun minim 

pertemuan formal, kolaborasi 

tetap berjalan karena setiap 

aktor memahami perannya. 

Dengan demikian, proses 

kolaborasi belum sepenuhnya 

mencerminkan collaborative 

governance ideal karena lebih 

menekankan efektivitas 

operasional dibanding deliberasi 

bersama. 

b. Membangun Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan 

prasyarat penting dalam 

kolaborasi. Pada awal 

pengelolaan usaha gula semut 

melalui BUMDes Kabul 

Ciptaku, pemahaman petani 

terhadap pola kerja sama masih 

terbatas sehingga menjadi 

tantangan awal kolaborasi. 

Namun melalui interaksi 

berkelanjutan antara pemerintah 

desa, BUMDes, CV Javari, dan 

petani, upaya membangun 

kepercayaan dilakukan secara 

bertahap. 

Hasil wawancara 

menunjukkan kepercayaan 

terbangun melalui keterbukaan 

informasi dan konsistensi 

pelaksanaan peran masing-

masing pihak. Pemerintah desa 

menjaga komunikasi terbuka 

dan menyampaikan 

perkembangan kerja sama 

secara transparan. BUMDes dan 

CV Javari membangun 

kepercayaan melalui 

komunikasi intens, saling 

menerima masukan, serta 

menjaga kualitas dan kelancaran 

produksi serta pemasaran. Dari 

sisi petani, kepercayaan tumbuh 

karena kerja sama berjalan 

lancar, tidak ada perubahan 

sepihak yang merugikan, serta 

adanya pemberitahuan ketika 

terjadi penyesuaian produksi 

atau penyetoran. Konsistensi 

hasil dan kejelasan mekanisme 

kerja menjadi faktor utama 

penguat kepercayaan. 

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat


Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 

Volume 12, Nomor 2, Mei 2026               ISSN: 2442-3777 (cetak) 

Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) 

Submitted 6 Maret 2026, Reviewed 11 April 2026, Publish 21 Mei 2026 (332-350) 

 

Halaman|346 

Hal ini menunjukkan 

kepercayaan lebih dibangun 

melalui pengalaman praktik dan 

keberlanjutan kerja sama 

daripada mekanisme formal. 

Selama peran dijalankan 

konsisten dan komunikasi 

terjaga, kepercayaan dapat 

dipelihara meskipun struktur 

dialog belum ideal. Dengan 

demikian, kepercayaan menjadi 

penopang utama keberlanjutan 

kolaborasi meskipun belum 

dilembagakan secara formal. 

c. Komitmen dalam Proses 

Kolaborasi 

Komitmen merupakan 

unsur mendasar dalam 

kolaborasi karena 

mencerminkan kesediaan para 

pihak menjalankan kesepakatan 

bersama. Dalam pengelolaan 

usaha gula semut melalui 

BUMDes Kabul Ciptaku, 

komitmen tercermin pada 

kesadaran akan ketergantungan 

antar pihak serta kemauan 

menempatkan kepentingan 

kolektif di atas kepentingan 

individu. 

Hasil penelitian 

menunjukkan komitmen melalui 

keterlibatan berkelanjutan tiap 

aktor sesuai peran yang 

disepakati. Pemerintah desa 

tetap memantau perkembangan 

kerja sama dan menindaklanjuti 

laporan dari BUMDes. 

BUMDes menunjukkan 

komitmen melalui penyediaan 

fasilitas, koordinasi dengan 

petani, survei lapangan, serta 

menjaga hubungan dengan 

mitra. CV Javari 

mempertahankan komitmen 

dengan menerima hasil produksi 

petani dan memberikan 

dukungan sesuai kapasitasnya. 

Dari perspektif petani, 

komitmen terlihat dari 

keberlanjutan komunikasi dan 

perhatian dari BUMDes serta 

mitra. 

Temuan ini 

menunjukkan komitmen lebih 

diwujudkan melalui konsistensi 

tindakan dan interaksi daripada 

mekanisme formal penguatan 

komitmen. Kondisi ini 

menunjukkan keberlanjutan 

kolaborasi saat ini lebih 

didorong oleh manfaat ekonomi 

yang dirasakan, terutama bagi 

petani dan BUMDes. 

d. Pemahaman Bersama 

Pemahaman bersama 

merupakan upaya membangun 

kesadaran saling mengerti antar 

pihak untuk menciptakan 

keterbukaan informasi serta 

menyelaraskan visi dan misi 

dalam collaborative governance 

(Sutikno & Naufal, 2023). 

Dalam pengelolaan BUMDes 

Kabul Ciptaku, setiap aktor 

pemerintah desa, BUMDes, CV 

Javari, dan petani memiliki 
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pemahaman mengenai tujuan 

kolaborasi yang ingin dicapai. 

Hasil penelitian 

menunjukkan pemahaman 

bersama belum terbentuk merata 

di seluruh aktor. Pemerintah 

desa, BUMDes, dan CV Javari 

memiliki pemahaman yang jelas 

mengenai tujuan kerja sama, 

pembagian peran, dan acuan 

pelaksanaan kolaborasi 

berdasarkan MoU. Pemerintah 

desa berperan sebagai pengarah 

dan pengawas, BUMDes 

sebagai pengelola produksi 

sekaligus penghubung petani, 

sedangkan CV Javari sebagai 

mitra pemasaran dan ekspor. 

Sebaliknya, petani 

umumnya memahami 

kolaborasi hanya pada kegiatan 

produksi dan pemenuhan 

standar kualitas. Salah satu 

petani menyatakan bahwa ia 

hanya mengetahui tugasnya 

memproduksi, menjaga 

kebersihan, dan menyetor hasil. 

Hal ini menunjukkan 

keterbatasan pemahaman petani 

terhadap aspek kelembagaan 

dan arah pengelolaan usaha 

secara keseluruhan. 

Kondisi ini 

menunjukkan pemahaman 

bersama lebih berkembang di 

tingkat pengambil keputusan 

dibanding aktor pelaksana. 

Ketimpangan tersebut membuat 

kolaborasi berjalan secara 

fungsional namun belum 

sepenuhnya partisipatif, karena 

petani aktif dalam produksi 

tetapi belum terlibat dalam arah 

strategis kolaborasi. 

e. Keberhasilan Sementara 

Indikator collaborative 

governance dalam pengelolaan 

usaha gula semut di BUMDes 

Kabul Ciptaku terlihat dari 

keterlibatan aktif seluruh aktor, 

yaitu pemerintah desa, 

BUMDes, CV Javari, dan 

petani. Hasil wawancara 

menunjukkan setiap pihak 

menjalankan peran sesuai 

kesepakatan melalui kegiatan 

pendampingan teknis, pelatihan, 

serta koordinasi rutin untuk 

meningkatkan kualitas produk, 

kapasitas petani, dan akses 

pasar. 

Keberhasilan sementara 

kolaborasi terlihat dari beberapa 

capaian konkret, seperti ekspor 

gula semut ke pasar 

internasional, salah satunya 

Hungaria. Keberhasilan ini juga 

ditandai dengan kunjungan 

Menteri Perdagangan dan 

Menteri Desa pada acara 

launching ekspor perdana Mei 

2025 yang meningkatkan 

reputasi BUMDes Kabul 

Ciptaku secara nasional. 

Dari sisi ekonomi, 

kolaborasi meningkatkan nilai 

jual produk. Petani 

menyampaikan bahwa harga 
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gula cetak sebelumnya sekitar 

16–17 ribu rupiah per kilogram, 

sedangkan gula semut kini 

mencapai 22–23 ribu rupiah per 

kilogram. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan pendapatan 

dan stabilitas pasar bagi petani. 

Temuan ini 

menunjukkan kolaborasi antara 

BUMDes dan CV Javari mampu 

menciptakan nilai ekonomi 

nyata. Keberhasilan ekspor 

menunjukkan pemanfaatan aset 

dan kapasitas yang efektif, 

sementara peningkatan 

pendapatan petani menegaskan 

bahwa kolaborasi memberikan 

dampak langsung terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Kolaborasi pengelolaan usaha 

gula semut di Desa Langgongsari 

terbentuk sebagai respons atas belum 

optimalnya pemanfaatan aset produksi 

BUMDes Kabul Ciptaku, ketimpangan 

kapasitas sumber daya antar aktor, serta 

kebutuhan keberlanjutan usaha dan 

akses pasar ekspor. Dalam kolaborasi 

ini, petani dan BUMDes berperan dalam 

produksi, sementara CV Javari 

mendukung pemasaran dan sertifikasi 

sehingga masing-masing pihak saling 

melengkapi. Namun pelaksanaannya 

masih menghadapi keterbatasan 

kapasitas kelembagaan, kesetaraan 

peran, dan koordinasi sehingga 

kolaborasi lebih berorientasi pada 

efektivitas operasional dibandingkan 

proses deliberatif dan pengambilan 

keputusan bersama. 

Dari sisi kepemimpinan, 

kolaborasi didukung pola 

kepemimpinan fasilitatif di mana 

pemerintah desa dan BUMDes berperan 

sebagai fasilitator dan penghubung, CV 

Javari sebagai mitra usaha dan 

penggerak akses pasar, serta petani 

sebagai pelaksana produksi. Pola ini 

memungkinkan kolaborasi berjalan 

meskipun terdapat keterbatasan sumber 

daya, namun keterlibatan petani masih 

dominan pada aspek teknis dan belum 

partisipatif dalam keputusan strategis. 

Secara kelembagaan, kolaborasi 

BUMDes Kabul Ciptaku dan CV Javari 

telah memiliki landasan formal melalui 

MoU dengan keterlibatan pemerintah 

desa sebagai pengawas. Meski 

demikian, pemahaman kesepakatan 

belum merata hingga tingkat petani 

yang umumnya hanya mengetahui 

aturan teknis produksi, sehingga 

menunjukkan adanya kesenjangan 

informasi dan partisipasi. 

Dalam praktiknya, proses 

kolaborasi berlangsung fleksibel dan 

informal melalui komunikasi langsung 

terkait produksi, pembinaan teknis, dan 

penyetoran hasil. Kepercayaan dan 

komitmen terbentuk dari praktik kerja 

sama yang berkelanjutan. Secara umum 

kolaborasi ini efektif secara fungsional 

dan ekonomi, namun masih terbatas 

karena keputusan strategis terpusat pada 

aktor inti sementara keterlibatan petani 

lebih bersifat teknis operasional. 
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